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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Advokat
A.1 Pengertian Tentang Advokat
Akar kata  advokat,  apabila  didasarkan pada  Kamus Latin – Indonesia,
dapat  ditelusuri  dari  bahasa  latin  yaitu  advocatus,  yang  berarti Antara  lain
membantu  seseorang  dalam  perkara,  saksi  yang  meringankan.  Sedangkan,
menurut  Black’s Law Dictionary, kata advokat juga berasal dari kata lain yaitu
advocare,  sebagai suatu katakerja yang berati  to defend, to call  one’s aid, to
vouch to warrant. Sebagai kata benda (noun) kata tersebut memiliki arti sebagai
sesorang  yang  membantu,  mempertahankan,  membela  orang  lain.  Seseorang
yang memberikan nasehat  dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di
hadapan pengadilan. Seorang asisten , penasihat, atau pembicara untuk kasus -
kasus8.
Dapat disimpulkan dari pengertian diatas pekerjaan dari advokat adalah
orang yang dalam proses peradilan bertugas untuk menampilkan fakta-fakta dari
kejadian yang menimbulkan sengketa terkait selengkap mungkin, dan tentu saja
yang  mendukung  kepentingan  kliennya,  termasuk  aturan-aturan  hukum yang
dipandang relevan dan interpretasinya.  Kesemuanya itu  dikemas  dalam suatu
argumentasi rasional yang dibangun untuk mencapai suatu putusan hukum yang
adil-manusiawi  dari  sudut  pihak  kliennya.  Karena  kedua  belah  pihak
8 V. Harlen Sinaga. 2011. Dasar – dasar Prodesi Advokat. Penerbit 
Erlangga. Hal. 2
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memperoleh (dan harus diberikan) kesempatan yang sama untuk mengemukakan
fakta-fakta  dan  aspek  hukumnya  dari  pihak  kliennya  masing-masing  yang
dikemas dalam suatu argumentasi hukum, maka dapat diharapkan bahwa hakim
akan memperoleh fakta-fakta yang lengkap dan utuh9.
Dari sini tampak jelas bahwa tugas utama yang sesungguhnya dari para
advokat  dalam  suatu  proses  peradilan  adalah  untuk  membantu  hakim  atau
pengadilan dalam upaya mencapai suatu putusan hukum sebagai penyelesaian
definitif  terhadap  sengketa  yang  dihadapkan  ke  pengadilan  secara  adil-
manusiawi dalam kerangka sistem hukum positif  yang berlaku dalam negara
yang bersangkutan10.
Pekerjaan  seorang  advokat  memang  seringkali  dilakukan  di  hadapan
pengadilan atau biasa disebut litigasi, akan tetapi pekerjaan  dari advokat juga
dapat secara non litigasi. Bidang bidang itu adalah :
a. Memberi pelayanan hukum (legal service);
b. Memberi  nasihat  hukum  (legal  advice)  dengan  peran  sebagai  penasihat
hukum (legal adviser);
c. Memberi pendapat hukum (legal opinion);
d. Mempersiapkan dan menyusun kontrak hukum (legal drafting);
e. Memberikan informasi hukum;
f. Membela dan melindungi hak asasi manusia11.
9 B Arief Sidharta. Etika dan Kode Etik Profesi Hukum. 
http://journal.unpar.ac.id. diakses 6 April 2018
10 ibid
11 Opcit. Hal 20 - 21
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A.2 Pengertian Etika Profesi Advokat
Untuk  menunjang  berfungsinya  sistem hukum diperlukan  suatu  sistem
etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap
sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta
pedoman  organisasi  dan  tata  kerja  yang  bersifat  internal.  Di  lingkungan
organisasi-organisasi  masyarakat juga selalu terdapat Anggaran atau Pedoman
Dasar  dan  Anggaran  atau  Pedoman  Rumah  Tangga  organisasi.  Namun,  baru
sedikit  sekali  di  antara  organisasi  atau  lembaga-lembaga  tersebut  yang  telah
memiliki perangkat Kode Etika yang disertai oleh infra struktur kelembagaan
Dewan  Kehormatan  ataupun  Komisi  Etika  yang  bertugas  menegakkan  kode
etika dimaksud.  Di  samping itu,  kalaupun pedoman atau  anggaran  dasar  dan
rumah tangga tersebut sudah ada, dokumen-dokumen itu hanya ada di atas kertas
dalam arti  tidak  sungguh-sungguh  dijadikan  pedoman  perilaku  berorganisasi.
Pada  umumnya,  dokumen-dokumen  peraturan,  pedoman  atau  anggaran  dasar
dan rumah tangga tersebut hanya dibuka dan dibaca pada saat diadakan kongres,
muktamar atau musyawarah nasional organisasi yang bersangkutan. Selebihnya,
dokumen-dokumen tersebut hanya biasa dilupakan.12
Demikian pula halnya UU Advokat teleh menentukan adanya kewajiban
menyusun kode etik  profesi  advokat  oleh Organisasi  Advokat untuk menjaga
martabat  dan  kehormatan  profesi  advokat.  Setiap  advokat  wajib  tunduk  dan
12 Jimly Asshiddiqie. Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum. 
https://Jimly.com. Diakses  7 April 2018
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mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan
Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya
kepada advokat dan Organisasi Advokat13.
 Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang dibuat dapat
ditegakkan.  Infrastruktur  tersebut  membutuhkan  budaya  taat  aturan  di
lingkungan  advokat  itu  sendiri,  baik  aturan  hukum  negara  maupun  aturan
berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi.
Tradisi taat aturan inilah yang masih harus dibudayakan secara luas. Selain itu,
sistem dan mekanisme penegakan kode etik juga harus dilembagakan melalui
pembentukan  Dewan  Kehormatan  yang  credible diikuti  dengan  mekanisme
pengawasan yang tegas dan efektif.  Tanpa adanya transparansi dan partisipasi
publik,  Organisasi  Advokat  tidak  akan  dapat  menjalankan  fungsinya
meningkatkan  kualitas  advokat  demi  tegaknya  hukum  dan  keadilan  sesuai
dengan amanat Undang - Undang Advokat No. 18 tahun 200214.
A.3 Pengertian Hubungan Hubungan Advokat Dengan Klien
Dalam  beracara  advokat  pasti  akan  membuat  suatu  perjanjian  dengan
kliennya,  hal  dasar  dalam melakukan perjanjian ini    merupakan kepercayaan.
Klien  mempercayakan  masalah  hukumnya  kepada  pengacara,  agar  pengacara
dapat mewakili mereka mengurus segala kepentingan hukum guna memenuhi rasa




 Perjanjian  ini  menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta
lingkup kerja yang harus dilakukan oleh advokat. Didalam Kontrak tersebut juga
bisa diatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian
hari  antara  klien  dengan  pengacaranya,  tentang  uang  jasa  dan  kerugian  yang
mungkin ditanggung oleh klien.
Hubungan  kepercayaan  klien  ini  diwujudkan  dalam  beberapa  hal  yang
harus  dipenuhi  oleh  klien  terhadap  pengacaranya  dalam  menyelesaikan  suatu
kasus. Pertama : pemberian surat kuasa, dimana surat kuasa ini sebagai dasar bagi
pengacara  untuk  bertindak  mewakili  kepentingan  hukum  kliennya  dalam
berhubungan dengan pihak ketiga. Surat kuasa ini menjabarkan batasan-batasan
yang dapat dilakukan seorang pengacara15;
Kedua : klien berkewajiban memberikan segala informasi yang benar, yang
berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi kepada pengacaranya
agar  pengacaranya  dapat  mengurus  masalah  tersebut  secara  maksimal  sesuai
dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pengacara16;
Ketiga adalah kewajiban bagi  klien untuk membayar  honorarium kepada
pengacara  yang  telah  melaksanakan  tugasnya.  Namun  dalam  hal  tertentu
adakalanya seorang pengacara tidak membebankan biaya apapun kepada kliennya
bila  kliennya  itu  berasal  dari  golongan  masyarakat  yang  tidak  mampu  dan
memerlukan  bantuan  hukum.  Kesadaran  untuk  menolong  masyarakat  tidak
15 Hadi Herdiansyah, Perjanjian Jasa Pengacara Tehadap Klien. 
http://www.hukumonline.com. diakses tanggal 30 Mei 2018
16 ibid
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mampu inilah yang membuat profesi pengacara merupakan profesi yang mulia di
mata masyarakat (officium nobile)17. 
Klien  dapat  menuntut  pengacaranya  apabila  dikemudian  hari  pengacara
tersebut tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
ditentukan dalam kontrak sehingga akhirnya mengakibatkan kerugian bagi klien
begitu juga sebaliknya (pasal.1365 dan 1366 KUHPer)18. 
Isi  dari  pasal 1365 KUHPer adalah “Tiap Perbuatan melanggar hukum,
yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian tesebut,  mengganti kerugian tersebut”.  Dengan
unsur – unsur sebagai berikut : 
1. Perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.
Bunyi pasal 1366 KUHPer adalah “Setiap orang yang bertanggungjawab
tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya,  tetapi  juga  untuk
kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati - hatinya“. Dengan unsur –
unsur Setiap orang, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan
kerugian.
A.3  Pengertian Tentang Macam – Macam Bentuk Surat Kuasa
Setelah klien dan advokat membuat perjanjian kerja barulah dibuat surat




bahwa ada 5 jenis  pemberian kuasa yaitu  kuasa umum, , kuasa insidentil,  kuasa
istimewa, kuasa perantara, dan  kuasa khusus. 
Pemberian  kuasa  umum  di  jelaskan  dalam  pasal  1796  KUHPerdata
“Pemberian  kuasa  yang  dirumuskan  secara  umum  hanya  meliputi  tindakan-
tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindah tangankan barang atau
meletakkan  hipotek  di  atasnya,  untuk  membuat  suatu  perdamaian,  ataupun
melakukan  tindakan  lain  yang  hanya  dapat  dilakukan  oleh  seorang  pemilik,
diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas”. 
Pemberian kuasa insidentil yaitu pemberian kuasa kepada seseorang yang
masih memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda (sampai derajat ketiga)
dengan  principal  untuk  beracara  di  Pengadilan  setelah  mendapatkan  izin  dari
ketua Pengadilan tempat  penerima kuasa akan beracara.  Penerima kuasa harus
bukan  pengacara,  tidak  mendapatkan  bayaran  dari  pemberi  kuasa  dan  tidak
menerima kuasa insidetil dalam waktu satu tahun ke belakang19.
Pemberian kuasa istimewa adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa
untuk  melakukan  tindakan  tertentu  yang  sangat  penting  yang  tidak  bisa
dikuasakan  dengan  menggunakan  kuasa  umum  ataupun  kuasa  khusus.  Jadi
sebetulnya, tindakan tertentu tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemberi kuasa
sendiri, akan tetapi karena situasi yang mendesak, maka bisa dikuasakan dengan
menggunakan kuasa istimewa. Contoh tindakan yang tidak dapat diwakilkan baik
menggunakan  kuasa  khusus  apalagi  kuasa  umum adalah  sumpah  penentu  dan
19 Rahmat Raharjo. Jenis Atau Macam – Macam Dan Fungsi Surat 
Kuasa. https://rahmatraharjo.com. di akses tanggal 24 Mei 2018
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mediasi, tapi menjadi bisa diwakilkan kepada orang lain jika menggunakan kuasa
istimewa ini20.
Pemberian  kuasa  perantara  dasar  hukumnya  adalah  pasal  1792  KUH
Perdata dan pasal 62 KUHD. Kuasa ini adalah legalitas khusus bagi para agen
perdagangan atau  makelar  atau  broker  atau  perwakilan  dagang.  Dalam hal  ini
pemberi kuasa memberi perintah kepada pihak kedua yang berkapasitas sebagai
agen untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga21.
Pemberian  kuasa  khusus  di  jelaskan  dalam  pasal  1795  KUH  Perdata
“Pemberian  kuasa  dapat  dilakukan  secara  khusus,  yaitu  hanya  mengenai  satu
kepentingan  tertentu  atau  lebih,  atau  secara  umum,  yaitu  meliputi  segala
kepentingan pemberi kuasa”. Biasanya akan dibuat secara tertulis hal – hal apa
saja  yang  akan  dikuasakan  dari  pemberi  kuasa  kepada  penerima  kuasa  yang
dinamakan sebagai surat kuasa khusus.  
A.4 Pengertian Tentang Surat Kuasa Khusus
Pengertian dan definisi dari surat kuasa khusus tidak di atur secara jelas
dalam Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  (“KUH  Perdata”)  maupun  HIR,
akan tetapi dapat diikhtisarkan esensi dari Surat Kuasa Khusus yaitu : (i) yang




pengurusan kepentingan tertentu pemberian kuasa yang dibuat dan ditandatangani
khusus untuk itu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1795 KUH Perdata22.
Berkaitan  dengan pengurusan perkara  perdata  di  pengadilan  negeri  oleh
seorang advokat sebagai penerima kuasa, maka hal-hal yang perlu diperhatikan
oleh seorang Kuasa Hukum  dalam pemberian Surat Kuasa Khusus adalah :
1. Identitas para pihaknya;
2. Pokok dan obyek sengketanya;
3. Wilayah kewenangan pengadilan tempat gugatan diajukan;
4. Penyebutan kata-kata “KHUSUS” dan klausul khususnya;
5. Hak-hak penerima Kuasa, yaitu hak substitusi dan hak retensi;
6. Tanggal dibuatnya Kuasa Khusus;
7. Tanda tangan para pihaknya, sebagai persetujuan23.
Kewajiban seorang kuasa diatur didalam pasal 1800 – 1806 BW, yaitu :
1. Melaksanakan kuasanya :
a. Menanggung segala biaya;
b. Menanggun kerugian;
22 Ivan Ari. Surat Kuasa Khusus. http://www.hukumacaraperdata.com. 
diakses 6 April 2018
23 ibid
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c. Menanggung  segala  bunga  yangdapattimbul  karena  tidak  dilaksanakan
kuasa itu;
2.  Menyelesaikan  urusan  yang  telah  mulai  dikerjakannya  pada  waktu  si
pemberi kuasa meninggal;
3.  Bertanggung jawab tentang perbuatan – perbuatan yang dilakukan dengan
sengaja;
4.  Bertanggung jawab tentang kelalaian  – kelalaian  yang dilakukan dalam
menjalakan kuasanya;
5. Memberi laporan tentang apa yang telah diperbuatnya;
6. Memberikan perhitungan kepada pemberi  kuasa tentang segala  apa yang
telah diterimanyaberdasarkan kuasa (termasuk apa yang telah diterimanya
itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa);
7. Bertanggung jawab untuk kuasa subtitusinya :
a. Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk subtitusinya;
b. Jika  kekuasaan  itu  telah  diberikan  kepadanya  tanpa  penyebutan  orang
tertentu, sedangkan orang dipilihnya itu ternyata seorang yang tidak cakap
atau tidak mampu. Si pemberi kuasa dapat secara langsung meminta orang
yang ditunjuk oleh si kuasa sebagai penggantinya;
8. Dalam  hal  kuasa  lebih  dari  satu  orang,  maka  mereka  tidak  tanggung
menanggung;
9. Membayar bunga atau uang – uang pokok yang dipakainya guna keperluan
sendiri.
10. Tidak  bertanggung  jawab  tentang  apa  yang  terjadi  diluar  batas
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kekuasaannya  itu,  kecuali  jika  ia  secara  pribadi  telah  mengikatkan  diri
untuk itu24.
Surat Kuasa dapat berakhir berdasarkan beberapa hal yakni pemberi kuasa
mencabut  kuasanya,  penerima kuasa  melepaskan diri  dari  kuasanya,  pemberi
atau penerima kuasa meninggal dunia, batas dari pemberian kuasa telah berakhir,
dan berakhir berdasarkan peraturan yang berlaku.  Apabila telah berakhir surat
kuasa tersebut maka penerima kuasa tidak memiliki hak apaun untuk mewakili
penerima kuasa baik didalam persidangan maupun diluar persidangan.
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian
B.1 Pengertian Tentang Perjanjian
Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.  Perjanjian  haruslah
dibuat dengan cuma – cuma atau atas beban hal ini didasari dari pasal 1314 KUH
Perdata.
Pengertian  perjanjian  dengan  cuma  –  cuma  dan  perjanjian  atas  beban
didalam  pasal  1314  KUH  Perdata  dijelaskan  perjanjian  secara  cuma  –  cuma
adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  memberikan  suatu
keuntngan kepada yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
Sedangkan,  perjanjian  atas  beban  adalah  suatu  perjanjian  yang  mewajibkan
masing – masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat
24 R. Soeroso. 2011. Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan 
Proses Persidangan.Ed.2   Cet. 2.  Jakarta. Sinar Grafika. Hal 24 - 25 
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sesuatu.
Syarat – syarat sahnya perjanjian ada 4 yang diatur didalam pasal 1320
KUH  Perdata  yakni  sepakat  mereka  yang  mengikat  dirinya,  kecakapan  untuk
membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat
sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPer nomor 1 yakni sepakat mereka yang
mengikat  dirinya,  dan  nomor  2  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan
merupakan syarat  subektif.  Sedangkan nomor  3  yaitu  suatu  hal  tertentu,  dan
nomor 4 yaitu suatu sebab yang halal merupakan syarat obyektif25. 
B.2 Pengertian Hukum Kontrak Atau Perjanjian
Hukum kontrak memliki pengertian sebagai aturan hukum yang berkaitan
dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Dalam hukum kontrak dikenal
dengan lima asa penting yatu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme,
asas  pacta  sunt  servanda  (asas  kepastian  hukum),  asas  iktikad  baik  dan  asas
keperibadian26.
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan padsal 1338 ayat
(1)  KUH Perdata,  yang  berbunyi  “Semua  perjanjian  yang  dibuat  sah  berlaku
sebagai  undang-  undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Asas  kebebasan
berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk
membuat  atau  tidak  membuat  perjanjian;  mengadakan  perjanjian  dengan
25 Komariah. 2013. Hukum Perdata. Cetakan Kelima. Penerbit UMM 
Press. Hal.148
26 Salim H.S. 2011. Hukum Kontrak Teori & Teknik penyusunan 
Kontrak. Penerbit Sinar Grafika. Cet. 8. Hal. 9
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siapapun;  menentukan  isi  perjanjian,  pelaksanaan,  dan  persyaratannya;  dan
menentukan bentuk perjanjiannya tertulis atau lisan27.  
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH
Perdata.  Dalam pasal ini  ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian
yaitu  adanya  kesepakatan  dari   kedua  belah  pihak.  Asas  konsensualisme
merupakan  asas  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  pada  umumnya  tidak
diadakan  secara  formal,  tetapi  cukup  dengan  kesepakatan  para  pihak.
Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat
oleh para pihak28. 
Asas  pacta  sunt  servanda  atau  disebut  juga  asas  kepastian  hukum
berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas
bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati subtansi kontrak yang dibuat
oleh  para  pihak,  sebagaimana  layaknya  undang-undang.  Mereka  tidak  boleh
melakukan intervensi terhadap subtansi kontrak yang dibuat pleh para pihak. Asas
ini dapat disimpulkan dari bunyi pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi”Perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang”29 .
Asas itikad baik dalam perjanjian memiliki pengertian niat baik dari para
pihak yang melakukan suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya serta
tidak merugikan kepentingan umum, sebagaimana bunyi pasal 1337 KUH Perdata
27 Ibid
28 Ibid. Hal 10 
29 ibid
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“Suatu  sebab  adalah  terlarang,  apabila  dilarang  oleh  undang-undang,  atau
berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”30.
Asas kepribadian artinya isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara
personal  dan  tidak  mengikat  pihak  –  pihak  lain  yang  memberikan
kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dantidak dapat
mewakili orang lain dalam membuat perjanjian31.
B.3 Alasan Pembatalan Perjanjian 
Berdasarkan pasal 1321 perjanjian dapat pula dinyatakan tidak sah  apabila
dalam  pembuatan  perjanjian  tersebut  diberikan  karena  kekhilafan,  atau
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Perjanjian dapat pula batal apabila
salah satu pihak merupakan seseorang yang tak cakap untuk membuat perjanjian.
Bentuk kekhilafan dalam perjanjian dijelaskan didalam pasal 1322 KUH
Perdata yang pertama : kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian selain
apabila  kekhilafan  itu  terjadi  mengenai  hakikat  barang  yang  menjadi  pokok
perjanjian; 
Kedua  :  kekhilafan  tidak  menjadi  sebab  dibatalkannya  perjanjian  jika
kekhilafan itu hanya mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud
membuat  perjanjian,  kecuali  jika  perjanjian  itu  telah  dibuat  terutama  karena
30 Pengertian Itikad Baik. http://www.definisimenurutparaahli.com. 
diakses 8 Juni 2018
31  Asas- Asas Perjanjian. http://www.legalakses.com. diakses 8 Juni 
2018
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mengingat dirinya orang tersebut.
Paksaan dijelaskan di pasal 1323 KUH Perdata yang berbunyi  “Paksaan
yang dilakukan terhadap orang yang membuat  perjanjian”,  merupakan alasan
untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan tersebut dilakukan oleh orang ke
tga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat. 
Kapan paksaan telah terjadi dijelaskan di pasal 1324 KUH Perdata yang
berbunyi  “Paksaan  telah  terjadi,  apabila  perbuatan  sedemikian  rupa  hingga
dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat,  dan apabila  perbuatan itu
dapat  menimbulkan  ketakutan  pada  orang  tersebut  bahwa  dirinya  atau
kekekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata”. Dalam
mempertimbangkan  hak  itu,  harus  harus  diperhatikan  usia,  kelamin  dan
kedudukan yang bersangkutan
Penipuan  merupakan  salah  satu  dari  pembatalan  perjanjian,  hal  ini
didasarkan dari pasal 1328 KUH Perdata yang berbunyi  “Penipuan merupakan
suatu lasan pembatalan perjanjian, apabila tipu – muslihat, yang dipakai oleh
salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak
lain  tidak  teah  membuat  perikatan  itu  jika  tidak  dilakukan  tipu-muslihat
tersebut”. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. 
Untuk  orang  tak  cakap  membuat  perjanjian  didalam  pasal  1330  KUH
Perdata disebutkan ada 3 yakni orang – orang yang belum dewasa, mereka yang
ditaruh dibawah pengampuan, dan terakhir orang – orang perempuan dalam hal-
hal  ditetapkan  oleh  undang-undang,  dan  pada  umunya  semua  orang  kepada
undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.
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Akibat  Hukum  apabila  perjanjian  tidak  memenuhi  syarat  subyektif,
misalnya kesepakatan para pihak tidak sempurna atau para pihak/ salah satu pihak
tidak cakap dalam bertindak perjanjian datapt dibatalkan (vernietigbar) artinya :
1. Perjanjian  tersebut  batal  apabila  adayang  memohonkan  pembatalan  ke
pengadilan.  Berarti  apabila  tidak  ada  yang  memohonkan  pembatalan,
pertjanjian tetap sah. 
2. Batalnya  perjanjian  sejak  ada  putus  dari  pengadilan  yang  incracht  (telah
berkekuatan hukum tetap).
3. Akibat  hukum  yang  terbit  sejak  lahirnya  perjanjian  hingga  perjanjian
dibatalkan diakui oleh undang – undang32. 
Sedang akibat hukum apabila perjanjian tidak memenuhi syarat objektif,
misalnya  objek  perjanjian  tidak  ditemukan  jenis  dan  ukurannya,  atau  objek
perjanjian merupakan barang – barang diluar perdagangan, perjanjian batal demi
hukum (nietigbaar)  artinya,  Tanpa dimohonkan pembatalan perjanjian  tersebut
sudah  batal  sejak  saat  diadakam perjanjian,  demikan  undang  –  undang  tidak
mengakui telah terjadi perjanjian antara para pihak. Akibat hukum yang terbit dari
undang – undang yang batal demi hukum (nietigbaar) tidak diakui oleh undang –
undang33.
C. Tinjauan Umum Mengenai Perkara Perdata




Hukum perdata  dibedakan menjadi  Hukum Perdata  Materil  dan  Hukum
Perdata Formil. Hukum perdata Materil adalah peraturan – peraturan hukum yang
mengatur hak – hak dan kewajiban  - kewajiban dalam bidang hukum perdata.
Sedangkan,  Hukum  Perdata  Formil  adalah  peraturan  hukum  yang  mengatur
tentang bagaimana cara mempertahankan Hukum Perdata Meriil tersebut. Materi
hukum  adalah  Hukum  Perdata  Materiil  yang  lazim  disebut  dengan  Hukum
Perdata.  Sedangkan  Hukum  Perdata  Formil  merupakan  materi  Hukum  Acara
Perdata34. 
Perkara perdata merupakan hubungan keperdataan antara pihak yang satu
dengan pihak lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara
kekeluargaan  oleh  para  pihak  yang  sedang  berperkara  umumnya  diselesaikan
melalui  pengadilan  untuk mendapatkan  keadilan  yang  seadil-adilnya  .  Perkara
perdata yang di ajukan ke pengadilan pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-
perkara perdata yang mengandung sengketa yang dihadapi oleh para pihak, tetapi
dalam  hal-hal  tertentu  yang  sifatnya  hanya  merupakan  suatu  permohonan
penetapan  ke  pengadilan  untuk  ditetapkan  adanya  hak-hak  keperdataan  yang
dipunyai  oleh  pihak  yang  berkepentingan  agar  hak-hak  keperdataannya
mendapatkan keabsahan secara hukum35. 
Umumnya dalam permohonan penetapan tentang hak-hak keperdataan yang
diajukan  oleh  pihak  yang  berkepentinga  tidak  mengandung  sengketa  karena
permohonannya  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  pengesahan  dari  pihak yang




berwajib.  Profesor  Dr.  Sudikno  Mertokusumo,  S.H., dalam  bukunya  Hukum
Acara  Perdata  Indonesia  menyatakan  bahwa Pengertian  perkara  perdata adalah
“meliputi  baik  perkara  yang  mengandung  sengketa  (contentius)  maupun  yang
tidak mengandung sengketa (voluntair)”36.
 Pengajuan permohonan tuntutan hak dalam suatu perkara perdata berlaku
asas poin d’interest, poin d’action atau tidak ada kepentingan, tidak ada tuntutan,
yang  artinya  bahwa  untuk  mengajukan  permohonan  gugatan  atau  tuntutan
terhadap  hak  yang  telah  dilanggar  oleh  pihak  lain  ke  pengadilan,  harus  ada
kepentingan  dari  pihak  yang  mengajukan  untuk  diselesaikan  oleh  hakim
pengadilan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  (hukum  positif),  baik  yang
mengandung sengketa yang berupa permohonan (request)37. 
Tuntutan  hak yang mengandung sengketa  disebut  dengan gugatan,  yang
mana  dalam  gugatan  yang  diajaukan  ke  pengadilan  umumnya  sudah  dapat
dipastikan bahwa di dalamnya terdapat adanya pelanggaran hak yang dilakukan
oleh  salah  satu  pihak  atau  lebih  dan  nyata-nyata  telah  merugikan  pihak  lain.
Sedangkan  tuntutan  hak  yang  mengandung  sengketa  disebut  dengan
permohonan38.
C.2 Pengertian Mengenai Upaya Hukum
Dalam peraturan perundang – undangan upaya hukum dalam hukum acara
perdata dibedakan menjadi 2 yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar
36 Pengertian Perkara Perdata. http://www.pengantarhukum.com. 




biasa.  Upaya  hukum  biasa  dibagi  menjadi  3  tahap  yaitu  tingkat  pertama  di
pengadilan  negeri  setempat,   tingkat  banding  di  pengadilan  tinggi  ibukota
provinsi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sedangkan, upaya hukum luar
biasa hanya dapat dilakukan di Makhakamah Agung. 
Upaya hukum biasa dalam hukum  acara  perdata  pada Tingkat  Pertama
yang  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  (PN)  Kabupaten/Kota,    dalam  Tingkat
Pertama  penggugat  melalui  kuasa  hukumnya  ataupun  individu  mengajukan
gugatan  yang  nanti  gugatan  tersebut  akan  diproses  sesuai  dengan  ketentuan
perundang  –  undangan,  hasil  dari  Tingkat  Pertama  ini  dapat  berupa  Akta
perdamaian atau Putusan. 
Tingkat kedua adalah Tingkat Banding, pemeriksaan pada tingkat banding
dapat juga disebut sebagai peradilan ulangan. Istilah ini dipergunakan dalam pasal
6   Undang-undang No.  20  Tahun 1947 tentang Pengadilan  Peradilan  Ulangan
yang menyatakan bahwa terhadap putusan perdata  yang dijatuhkan pengadilan
tingkat  pertama  dapat  diminta  oleh  para  pihak  supaya  pemeriksaan  perkara
diulangi oleh Pengadilan Tinggi sesuai dengan yurisdiksi relatif masing-masing.
Dari ketentuan undang-undang tersebut, fungsi Pengadilan Tinggi dalam tingkat
banding  yaitu  memeriksa  ulang  perkara  secara  keseluruhan.  Demikian  juga
ditegaskan dalam Yurisprudensi  MA No. 194 K/Sip/ 1975,  Pengadilan Tinggi
harus memeriksa ulang seluruh perkara dalam tingkat banding, termasuk meliputi
seluruh  bagian  konpensi  dan  rekonpensi  yang  telah  diputus  oleh  Pengadilan
Tingkat Pertama39. 
39 Proses Pemeriksaan Tk, Banding. http://pta-manado.go.id. Diakses 
tanggal 15 Mei 2018
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 Upaya  Banding  biasa  dilakukan  apabila  salah  satu  pihak  kurang  puas
dengan hasil pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding ini hanya di beri batas 14
hari  waktu  untuk menyatakan banding.  Pengertian  14 hari  adalah  14 kalender
sejak  dibacakannya  putusan  atau  14  hari  kalender  sejak  diterimanya
pemberitahuan putusan bagi  pihak yang  tidak  hadir  pada  waktu  dibacakannya
putusan40.  
 Permohonan  Banding  diajukan  pada  PN  Kabupaten/Kota  yang
mengeluarkan putusan, pemeriksaan Tingkat Banding dilakukan oleh Pengadilan
Tinggi  (PT)  di  ibukota  Provinsi  yang  mencakup  wilayah  hukum  PN  yang
memutus  perkara.  Tingkat  Banding  tidak  diwajibkan  untuk  membuat  memori
Banding namun apabila  dari  pihak Pemohon membuat  memori  Banding maka
pihak Termohon diwajibkan untuk membuat kontra memori Banding.
Tingkat ketiga adalah Tingkat Kasasi Bagi pihak (pihak-pihak) yang tidak
puas dengan isi putusan Pengadilan tingkat banding maka dapat melakukan upaya
hukum,  yaitu  kasasi.  Waktu  untuk  menyatakan  kasasi  14  hari  kalender  sejak
diterimanya  pemberitahuan  putusan  banding  oleh  pengadilan  tingkat  pertama
yang memeriksa perkara dimaksud.  Menyusun dan menyerahkan memori kasasi
adalah merupakan keharusan, apabila tidak maka kasasi yang dimintakan tidak
dapat  diperiksa  dan/atau  ditolak.  Waktu  untuk  menyusun  atau  menyerahkan
memori kasasi adalah 14 hari kalender sejak ditandatanganinya akta pernyataan
kasasi.  Bila ada memori kasasi maka pihak termohon kasasi diberi waktu 14 hari
40 A.M Apik Dwi Nugroho. Praktek Peradilan Perdata. Hal 13
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kalender  untuk  menyusun  dan  menyerahkan  kontra  memori  kasasi,  bila  tidak
menyusun atau menyerahkan maka dianggap menerima dalil-dalil kasasi41.
Salah satu upaya hukum luar biasa adalah Peninjauan Kembali, Peninjauan
Kembali adalah merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh
masing-masing pihak yang berperkara.Upaya hukum ini hanya dapat dilakukan
apabila suatu putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach
van  gewijsde)  .  Permohonan  PK  tidak  menangguhkan  atau  menghentikan
pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus dan PK
hanya  dapat  dilakukan  sekali  saja,  untuk  membuat  Kontra  Memori  PK diberi
jangka waktu 30 hari setelah diterimanya berkas Memori PK dari Juru Sita42.  
Upaya  hukum  peninjauan  kembali  dimungkinkan  terhadap  putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata
maupun pidana oleh pihak – pihak yang berkempentingan kepada MA ( Pasal 23
UU no.4 tahun 2004, pasal 34, 66 UU no .5 tahun 2004). MA memerikasa dan
memutus  peninjauan  kembali  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  atas  putusan
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang disertai dengan  alasan –
alasan43. 
Ketentuan  ini  masih  memerlukan  peraturan  pelaksanaan  lebih  lanjut.
Sementara  itu  mengenai  permohonan peninjauan kembali  putusan perdata  MA
41 Ibid. Hal 14
42 Ibid. Hal 14 - 16
43 Sudikno Mertokusumo. 2009 .Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi 
ke 8. Cetakan 1. Penerbit Liberty Yogyakarta. Hal. 40  
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menetapkan  bahwa  pemohon  peninjauan  kembali  dapat  mengajukan  gugatan
request  civil  menurut  cara  gugatan  biasa  deengan  berpedoman  pada  peraturan
Burgerlijke Rechtsvordering44.  
Untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali  (PK) baik  perkara
pidana maupun perdata, salah satu syarat materiilnya adalah ditemukannya bukti
baru, atau keadaan baru , atau yang disebut dengan novum. Novum dalam perkara
perdata,  disebut  dengan  “surat-surat  bukti  yang  bersifat  menentukan”  dalam
perkara perdata terdapat dalam Pasal 67 huruf b Undang - Undang No. 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali  dengan UU No.  5
Tahun 2004 yang diubah kedua kalinya dengan UU No. 3 Tahun 2009.45
Suatu fakta barulah dapat disebut novum apabila memenuhi syarat-syarat:
1. Pertama,  yang  dimaksud  novum  (surat  bukti  yang  bersifat  menentukan)
menurut Pasal 67 huruf b tersebut adalah bukti  surat  yang isinya memuat
suatu  fakta  yang sudah  terdapat  /  yang  sudah  ada  pada  saat  sidang
pemeriksaan perkara tersebut di tingkat pertamasebelum perkara itu diputus
oleh pengadilan pemeriksa tingkat pertama tersebut46. 
2. Kedua, namun fakta yang sudah ada dalam suatu surat itu belum diajukan dan
diperiksa atau terungkap di dalam persidangan ketika perkara diperiksa dan
44 ibid  
45 ibid
46 Adami Chazawi. Apa Yang Dimaksud Novum. 
https://www.kompasiana.com. Diakses 10 Agustus 2018
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sebelum  diputus,  melainkan  baru  diketahui/ditemukan  setelah  perkara
diputus. 
3. Ketiga, apabila diajukan dan diperiksa dan dipertimbangkan oleh pengadilan,
maka putusan  pengadilan  akan  berlainan  dengan  putusan  pengadilan  yang
terakhir47.
Dalam perkara  perdata  upaya  hukum PK  hanya  dapat  dilakukan  sekali
berbeda dengan pidana yang dapat diajukan secara berkali – kali. Dasarnya adalah
dalam  hukum acara  pidana   tertuang  dalam putusan  No.  108/PUU-XIV/2016
diajukan  oleh  Abdul  Rahman  C.  DG  Tompo  yang  pada  intinya,  Mahkamah
Konstitusi  (MK  )  memutuskan  pengajuan  Peninjauan  Kembali  (PK)  terhadap
perkara selain pidana hanya sekali.  Sedangkan upaya hukum PK pada perkara
perdata berlandaskan pada pasal 66 ayat (1) Undang – Undang No.14 tahun 1985
yang berbunyi “Bahwa permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan
sekali” dan pada pasal 24 ayat (2) yang berbunyi “Terhadap putusan Peninjauan
Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali”. 
Prinsip ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum (to enforce legal
certainty).  Maksudnya,  apabila berdasarkan permohonan salah satu pihak yang
berpekara telah dijayuhkan putusan PK oleh MA, terhadap putusan itu tidak lai
dapat  diajukan  permohonan  PK  sekali  lagi  oleh  para  pihak  yang  berperkara.
Misalnya A berperkara dengan B dengan putusan pengadilan yang telah Berlaku
Hukum  Tetap  (BHT)  dan  mengalahkan  A.  terpada  putusan  BHT  itu,  A
mengajukan PK. Permohonan debenarkan dan memenangkan A. terhadap putusan
47 ibid
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itu tertutup hak B untuk mengajukan PK. Atau sekiranya permohonan A ditolak,
terhadap putusan penolakan PK itu, tertutup hak A untuk mengajukan PK sekali
lagi.  Artinya,  apabila  ada  dari  salah  satu  pihak  yang  sudah  mengajukan
permohonan PK sebagai  pemohon PK dan dinyatakan dikabulkan atau  ditolak
oleh MA maka pihak lawan atau pihak termohon PK tidak dapat mengajukan PK
lagi terhadap masalah yang sama sekalipun sebagai pihak pemohon PK  48. 
48 M Yahya Harahap. 2014. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemerksa 
Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Ed. 1 Cet. 4. Penerbit 
Sinar Grafika. Hal. 445 
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